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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor 77/Pdt.G/2016/PA.Pwl 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama  Polewali  yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

atas perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adolan, Lingkungan 

Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, 

Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Karyawan Toko Bangunan Nurlela, bertempat tinggal di Jalan 

Andi Maddaramang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan 

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat: 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat  dalam surat gugatannya  tanggal 16 

Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar  di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan  Nomor 

77/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal  16 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri yang sah, menikah 

pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 M. bertepatan dengan 

tanggal 6 Rabiul Awal 1436 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 

469/23/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014, yang diterbitkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; 
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat  bertempat 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan 

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan; 

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat  dan Tergugat  telah 

berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;  

4. Bahwa pada bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat 

mendengar orang tua Tergugat berkata kepada Tergugat bahwa 

penghasilan Tergugat tidak usah diberikan kepada Penggugat karena 

orang tua Tergugat menganggap sifat Penggugat tidak baik dan bahkan 

orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua 

Tergugat; 

5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2015, Penggugat diantar oleh saudara kandung 

Tergugat ke rumah orang tua Penggugat disaat Tergugat tidak berada di 

rumah karena Penggugat ingin mengurus ijazah Penggugat dan tinggal 

selama tujuh hari, namun setelah tujuh hari Penggugat di rumah orang tua 

Penggugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan 

sesampainya di rumah orang tua Tergugat, tiba-tiba saja orang tua beserta 

saudara Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat 

bertanya kepada Tergugat bahwa kenapa Tergugat tidak pergi menjemput 

Penggugat sedangkan Penggugat sudah menghubungi Tergugat agar 

dijemput, tiba-tiba saja Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pulang 

ke rumah orang tua Penggugat; 

6. Bahwa setelah Tergugat menyuruh Penggugat pulang, Penggugat 

langsung pergi meninggalkan Tergugat karena merasa sudah tidak 

diharapkan oleh Tergugat lagi, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal 

selama 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; 

7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan 

untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik; 

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk 

dirukunkan; 
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9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera 

Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat 

dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum 

tetap. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon 

kepada Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara 

ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim 

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan 

perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang 

menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 

58/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 18 Februari 2016 

dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut 

hukum; 
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 

alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/23/XII/2014, tertanggal 28 

Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos 

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi 

kode P; 

B. Saksi: 

1. SAKSI I, umur 48  tahun, agama Islam,  pekerjaan Tani, bertempat tinggal 

di Jalan Adolan, Lingkungan Patoke, Kelurahan  Sulewatang, Kecamatan 

Polewali,  Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan  

keterangan  sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah 

anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; 

- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal 

secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang 

lalu hingga sekarang; 

- Bahwa setahu saksi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat hingga berpisahnya tidak ada penyebab yang mendasar dan 
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tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat untuk balik ke rumah orang 

tuanya; 

- Bahwa setahu saksi selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan 

nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

2. SAKSI II, umur 45  tahun, agama Islam,  pekerjaan ibu rumah tangga, 

bertempat tinggal di Jalan Adolan, Lingkungan Patoke, Kelurahan  

Sulewatan, Kecamatan Polewali,  Kabupaten Polewali Mandar, di bawah 

sumpahnya memberikan  keterangan  sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah 

anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; 

- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal 

secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang 

lalu hingga sekarang; 

- Bahwa setahu saksi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat hingga berpisahnya tidak ada penyebab yang mendasar dan 

tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat untuk balik ke rumah orang 

tuanya; 

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah, 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

  Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat 

menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak 

mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan 

secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai 

dengan Tergugat dan mohon putusan; 
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal 

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat  yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan  gugatan  

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat  (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada posita gugatan 

Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat 

bukti surat P dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, 

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 

gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus 
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dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita 

gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti 

fakta kejadian sebagai berikut:  

- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 

berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;  

- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada 

Penggugat; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang 

terjadi dalam rumah tangganya dan secara tiba-tiba Tergugat 

mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa akhirnya dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan 

Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah 

menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam 

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi 

tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak 

berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama; 

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat hanya rukun sebagai suami 

istri dengan Tergugat kurang dari 1 (satu) tahun, namun Penggugat telah 

mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya yang telah diambil 

dan tidak mungkin  Penggugat mau mengorbankan perkawinannya, jika tidak 

ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat  menentukan sikap untuk 

bercerai ;  

 Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga, apabila 

salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka  

ketentraman dan kebahagiaan yang merupakan tujuan mulia dari perkawinan 

itu sendiri tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan 

mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,  hal 

ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga 

masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana 

layaknya suami istri ;  

 Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat walaupun tidak digambarkan dengan adanya pertengkaran secara 

fisik namun hanya adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi 

antara satu dengan yang lainnya, yang mana hal ini menunjukan tidak adanya 

harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai 

dalam sebuah rumah tangga ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling 

bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta 

hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi 

dirukunkan, hal mana ditandai dengan adanya sikap dan tindakan Tergugat 
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yang menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumahnya sejak 9 bulan yang lalu, 

sampai sekarang ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, 

Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, 

sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal  3 Kompilasi Hukum 

Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang  bahagia lahir dan batin, sudah 

sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ; 

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus-menerus  diantara  Penggugat  dengan Tergugat,  

yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 9 

(Sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang dan tegasnya sikap dan pendirian 

Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati 

Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah tidak 

bisa untuk didamaikan lagi ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, Majelis Hakim berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  

Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati mereka dan 

kalau  keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan 

tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya 

akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada 

akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi  bagi kedua belah 

pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; 

Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut di atas juga 

bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis 

Hakim sebagai pendapat  majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul 

Maram yang berbunyi sebagai berikut: 

اشـتـدت عـدم رغـبـة الزوجـة لزوجـهـا طـلـق عـلـيـه الـقـا ضي طـلـقـة ذوا                                                 
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Artinya : “Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka 

disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya i tu 

dengan talak satu”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka Majelis  Hakim berpendapat bahwa  gugatan Penggugat cukup 

beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga  tuntutan Penggugat mengenai 

perceraian dipandang telah memenuhi  ketentuan  Pasal 19 huruf (f)  Peraturan  

Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat  dapat dikabulkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang  Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban 

mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai 

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya meliputi tempat kediaman  

Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar 

yang disediakan untuk itu ;  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang  Nomor  

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk 

membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan 

ini; 

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan 

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, 

Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu; 

5. Membebankan   Penggugat   untuk   membayar  biaya  perkara  sejumlah 

Rp 301.000,- (tiga  ratus satu  ribu  rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M., bertepatan dengan 

tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua 

Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 

hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti 

dengan dihadiri oleh Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota,  Ketua Majelis, 

 

 

 

Rajiman, S.HI. H. A. Zahri, S.H., M.HI. 

 

 

  

Samsidar, S.HI.     Panitera Pengganti, 

 

 

 

      Dra. Hj. St. Rukiah  
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Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 210.000,00 

-  Redaksi : Rp 5.000,00 

-  Meterai : Rp 6.000,00 

J u m l a h : Rp 301.000,00 

(tiga ratus satu ribu rupiah). 
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